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Peraturan Perundang — undangan

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah

Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 tahun 2016 tentang pedoman
penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah
kota Makassar

Peraturan Walikota Makassar No. 107 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Orgsnisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pertanahan

Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 1972 tentang
pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang
pendaftaran tanah

Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun
1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan
keputusan pemberian hak atas tanah negara

Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun
1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 593.2-192 Tanggal 26 April
Tahun 1983 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah yang Dikuasai atau
Dimanfaatkan oleh pemerintah Kotamadya daerah tingkat Il Ujung Pandang
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Seminar dan lokakarya

Arie Sukanti Hutagalung,”’Pengaturan pengelolaan tanah negara bekasa
hak dan tanah negara bekas kawasan di tinjau dari perspektif hukum
dan perundang-undangan”. Makalah di sampaikan pada lokarya
pengelolaan tanah negara bekas hak dan tanah negara bekas
kawasan, di selenggarakan oleh BPN di Golden boutique Hotel pada
tanggal 26 November 2010.

Wawancara
Wawancara Kepada Bapak Adnan Selaku Kepala Bidang Pengadaan dan

Pemanfaatan Tanah di Kantor Dinas Pertanahan Kota Makassar Pada
Tanggal 30 Maret 2021
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